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Walikota Bogor 
Provinsi Jawa Barat 

 

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR 

NOMOR  9  TAHUN 2015 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR 

NOMOR 6 TAHUN 2012                                                              

TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA BOGOR, 

Menimbang : a. bahwa terhadap pelayanan                          

yang disediakan atau diberikan                     
oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan 

kepentingan dan kemanfaatan umum  
serta dapat dinikmati oleh orang pribadi 

atau badan, Pemerintah Daerah telah 

menetapkan Peraturan Daerah Kota Bogor 
Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi 

Perizinan Tertentu; 
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b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam   
Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan 

Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Pengendalian Lalu Lintas                  

dan Retribusi Perpanjangan Izin 
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing 

ditetapkan sebagai retribusi daerah        
dan dengan memperhatikan indeks harga 

serta perkembangan perekonomian 

terhadap tarif Retribusi Izin Gangguan, 
maka Peraturan Daerah sebagaimana 

dimaksud pada huruf a perlu diubah               
dan ditambah dengan objek Retribusi 

Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga 
Kerja Asing; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a                

dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Daerah Kota Bogor tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 

Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan 
Tertentu; 

Mengingat 
: 

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah Kota Besar 

dalam Lingkungan Propinsi Djawa 

Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa 
Jogjakarta (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) 
sebagaimana telah diubah dengan  

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 
tentang Pengubahan Undang-Undang 

Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 
(Republik Indonesia Dahulu) tentang 

Pembentukan Kota-kota Besar                                         

dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1954 

Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 551); 
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 
tentang Penyelenggara Negara yang Bersih 

dan Bebas dari Korupsi, Kolusi,                       
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 

tentang Bangunan Gedung (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4247); 

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4279);  

5. Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4287); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4385); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 
tentang Pemeriksaan, Pengelolaan,                  
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 
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9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 
tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4725); 

10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4846); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
tentang Administrasi Kependudukan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4674) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 24              

Tahun 2013 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 

tentang Administrasi Kependudukan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5475); 

12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 

13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 
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14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015        
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 
tentang Administrasi Pemerintahan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601);  

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58                  

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4578); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79                 
Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan                   

dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005                  
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 16                 
Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan 
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah tentang Tata Tertib Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010        
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5104); 
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 69                 
Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian 

dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5161); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 97                  

Tahun 2012 tentang Retribusi 
Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi 

Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga 
Kerja Asing (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5358);  

21. Peraturan Pemerintah Nomor 65                  

Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif               

atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak 
yang Berlaku pada Kementerian Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012                  

Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5333);  

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua  
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

23. Peraturan Menteri Tenaga Kerja                      

dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2013 
tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga 

Kerja Asing; 
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24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 
Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan 

Izin Gangguan di Daerah; 

25. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 
Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung 
(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 
Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kota Bogor 
Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan 
atas Peraturan Daerah Kota Bogor              
Nomor 7 Tahun 2006 tentang Bangunan 
Gedung; 

26. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 
Seri E); 

27. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan 
Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor 
Tahun 2008 Nomor 2 Seri E); 

28. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 
Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor 
Tahun 2010 Nomor 1 Seri D) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2014 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah                 
Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2014 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 2 
Seri D); 

29. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 
Tahun 2011 tentang Izin Gangguan 

(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 
Nomor 1 Seri E); 

30. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kota Bogor 2011-2031 (Lembaran 
Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 
Seri E); 
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Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR 
 

dan 
 

WALIKOTA BOGOR 
 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH 
KOTA BOGOR NOMOR 6 TAHUN 2012 

TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN 

TERTENTU. 
 

 

Pasal  I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bogor 
Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu 

(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 3 Seri C) 
diubah sebagai berikut: 

 
1. Ketentuan dalam Pasal 1 di antara angka 36 dan angka 

37 ditambah 4 (empat) angka baru yakni angka 36a,              

angka 36b, angka 36c, dan angka 36d, sehingga Pasal 1 
berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal  1 

 
36a. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga 

Kerja Asing yang selanjutnya disebut Retribusi 

Perpanjangan IMTA adalah pungutan atas pemberian 
perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja 

asing. 

36b. Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan                 

oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada 
pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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36c. Tenaga kerja asing adalah warga negara asing 
pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah 

Indonesia. 

36d. Pemberi kerja tenaga kerja asing adalah badan hukum 

atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan 
tenaga kerja asing dengan membayar upah                     

atau imbalan dalam bentuk lain. 
 

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf baru 

yakni huruf d, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:  
 

Pasal  2 
 

(1) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah: 

a. retribusi IMB; 

b. retribusi Izin Gangguan; 

c. retribusi Izin Trayek; 

d. retribusi Perpanjangan IMTA. 

(2) Jenis retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan 
sebagai Retribusi Perizinan Tertentu. 

 

3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi 

sebagai berikut: 
 

Pasal  15 
 

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Gangguan diukur 

berdasarkan indeks lokasi, indeks gangguan, indeks masa 
retribusi, dan luas ruang tempat usaha. 
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4. Ketentuan Pasal 17 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat 
baru yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 17 

berbunyi sebagai berikut: 
 

 
Pasal  17 

 
(1) Besarnya retribusi ditetapkan berdasarkan perkalian 

antara indeks lokasi, indeks gangguan, indeks masa 

retribusi, luas ruang tempat usaha, dan tarif retribusi. 

(2) Struktur penghitungan indeks lokasi, indeks gangguan, 

indeks masa retribusi dan tarif retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: 

a. indeks lokasi:  

1) jalan Arteri Primer dan Arteri Sekunder               

dengan indeks 5;  

2) jalan Kolektor Primer dan Kolektor Sekunder 

dengan indeks 4;  

3) jalan Lokal Primer dan Lokal Sekunder                

dengan indeks 3;  

4) jalan Lingkungan dengan indeks 2; 

b. indeks gangguan: 

1) intensitas gangguan kecil dengan indeks 1; 

2) intensitas gangguan sedang dengan indeks 2; 

3) intensitas gangguan besar dengan indeks 3; 

4) intensitas gangguan sangat besar dengan            
indeks 4; 

c. indeks masa retribusi: 

1) masa retribusi pertama, 1; 

2) masa retribusi kedua dan seterusnya, 0,5; 
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d. tarif retribusi: 

1) luas ruang usaha sampai dengan 50 m2                
(lima puluh meter persegi) ditetapkan sebesar 

Rp1.000,00 (seribu rupiah) per meter persegi             
per 5 (lima) tahun; 

2) luas ruang usaha lebih dari 50 m2                            

(lima puluh meter persegi) ditetapkan sebesar 
Rp1.400,00 (seribu empat ratus rupiah)                    

per meter persegi per 5 (lima) tahun. 

(3) Cara menghitung besarnya tarif retribusi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: 

a. untuk luas ruang usaha sampai dengan 50 m2            

(lima puluh meter persegi) dengan perhitungan 

sampai dengan 50 m2 x indeks lokasi x indeks 

gangguan x indeks masa retribusi x Rp1.000,00 

(seribu rupiah); 

b. untuk luas ruang usaha lebih dari 50 m2                      

(lima puluh meter persegi) dengan perhitungan              

di atas 50 m2 x indeks lokasi x indeks gangguan x 

indeks masa retribusi x Rp1.000,00 (seribu rupiah) 

ditambah kelebihan luas ruang usaha x indeks lokasi  

x indeks gangguan x indeks masa retribusi x  

Rp1.400,00 (seribu empat ratus rupiah). 

(4) Perubahan kepemilikan usaha, status perusahaan, 

dan/atau nama perusahaan tidak dikenakan retribusi.  

(5) Dalam hal terjadi perubahan jenis usaha                     

dan/atau perluasan tempat usaha, besarnya tarif 

retribusi ditetapkan sama dengan besarnya tarif 
perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

 
5. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB               

baru yakni BAB VA, yang berbunyi sebagai berikut: 
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BAB  VA 
RETRIBUSI  PERPANJANGAN  IMTA 

 
Bagian  Kesatu 

Nama,  Objek,  Subjek,  dan  Wajib  Retribusi 
 

Pasal  22A 
 

(1) Objek Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d meliputi 
pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja 
tenaga kerja asing. 

(2) Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk instansi 
pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan 
internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan,               
dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.  
 

Pasal  22B 
 

(1) Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA adalah pemberi 
kerja tenaga kerja asing.  

(2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan Wajib Retribusi.  
 

Bagian  Kedua 
Cara  Mengukur  Tingkat  Penggunaan  Jasa 

Pasal  22C 

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah 
penerbitan dan jangka waktu perpanjangan IMTA. 

 
Bagian  Ketiga 

Prinsip  dan  Sasaran  dalam  Penetapan  Struktur 

dan  Besarnya  Tarif  Retribusi 

Pasal  22D 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi 
Perpanjangan IMTA didasarkan pada tujuan untuk 
menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan 
perpanjangan IMTA.  
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(2) Biaya penyelenggaraan perpanjangan IMTA sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen 

izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, 
penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan 

IMTA, kegiatan pengembangan keahlian,                            
dan keterampilan tenaga kerja lokal.  

 
Bagian  Keempat 

Struktur  dan  Besarnya  Tarif 

 
Pasal  22E 

 
(1) Struktur tarif Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan 

berdasarkan tingkat penggunaan jasa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 22C.  

(2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan sebesar USD100 (seratus dolar 

US)/orang/bulan dan dibayar di muka.  

(3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dibayarkan dengan Rupiah berdasarkan nilai kurs yang 

berlaku pada saat pembayaran retribusi oleh Wajib 
Retribusi.  

 
6. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, 

sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal  36 

 
(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya 

selama 3 (tiga) tahun, sehingga merugikan keuangan 
daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) 

bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali 
jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang 

dibayar, atau dicabut izinnya dengan tidak ada 

kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengembalikan 
retribusi yang telah disetor sebelumnya. 

(2) Dihapus. 

(3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan 

penerimaan negara. 
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Pasal  II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal                                 

1 Januari 2016. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kota Bogor. 
 

 
 

Ditetapkan di Bogor 

pada tanggal 26 November 2015 
 

WALIKOTA BOGOR, 
       Ttd. 

BIMA ARYA 
 

Diundangkan di Bogor 
pada tanggal 26 November 2015 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR, 

                       Ttd. 
            ADE SARIP HIDAYAT 

 
LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR  

TAHUN 2015 NOMOR 1 SERI C  
 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM     

DAN HAK ASASI MANUSIA, 
 
 

 

N. HASBHY MUNNAWAR, S.H., M.Si. 

Pembina  
NIP. 19720918 1999011001 
 

 

 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR,          

PROVINSI JAWA BARAT : (247/2015). 
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PENJELASAN  

ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR 
 

NOMOR   9  TAHUN  2015 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR 

NOMOR 6 TAHUN 2012                                                              
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 

 
 

I. UMUM 
 

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 150                   
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, jenis retribusi daerah dapat 

ditambah sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan 
dalam undang-undang. Penambahan jenis retribusi daerah 

tersebut sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 
tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi 

Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, 
Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan sebagai jenis 

retribusi daerah yang baru.  

 
Penetapan Retribusi Perpanjangan IMTA sebagai 

retribusi daerah memberikan peluang kepada daerah untuk 
menambah sumber pendapatan dalam rangka mendanai 

urusan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. 
Retribusi Perpanjangan IMTA merupakan pembayaran atas 

pemberian perpanjangan IMTA oleh Walikota atau pejabat 
yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing   

yang telah memiliki IMTA dari Menteri yang bertanggung 

jawab di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.  
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Pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTA relatif tidak 
menambah beban bagi masyarakat, mengingat Retribusi 

Perpanjangan IMTA sebelumnya merupakan pungutan 
Pemerintah Pusat berupa PNBP yang kemudian menjadi 

retribusi daerah. Tarif Retribusi Perpanjangan IMTA 
ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa dan tidak 

melebihi tarif PNBP perpanjangan IMTA yang berlaku                
pada kementerian di bidang ketenagakerjaan.  

 

Pemanfaatan penerimaan Retribusi Perpanjangan 
IMTA diutamakan untuk mendanai kegiatan pengembangan 

keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal                          
yang alokasinya ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah. 
 

II. PASAL DEMI PASAL 
 

Pasal  I      

Angka  1     

 Pasal  1 :   

    Cukup jelas. 

Angka  2     

 Pasal  2 :   

    Cukup jelas. 

Angka  3     

 Pasal  15 :   

    Cukup jelas. 

Angka  4     

 Pasal  17 :   

    Cukup jelas. 

Angka  5     

 Pasal   22A    

  ayat  (1) : Cukup jelas. 
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  ayat  (2) : Jabatan tertentu                      

di lembaga pendidikan 
berpedoman pada 

Peraturan Menteri              
yang bertanggung jawab  

di bidang 
ketenagakerjaan. 

 Pasal  22B :   

    Cukup jelas.  

 Pasal  22C :   

    Cukup jelas.  

 Pasal  22D :   

    Cukup jelas.  

 Pasal  2E :   

    Cukup jelas.  

Angka  6     

 Pasal  36 :   

    Cukup jelas.  

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 69  


